
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR: 2 TAHUN 1996 SERI D NO MOR : 2 

PERA TORAN DAERAH KABUP ATEN DAERAH TING KAT Il 
SUKOHARJO 

NOMOR 8 TAHON 1995 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT Il SUKOHARJO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna 
khususnya yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan 
serta sesuai dengan Keputusan Menteri Dal~ Negeri Nomor 10 
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi clan Tata kerja Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipandang perlu membentuk 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan 
· Pembentukan, Organisasi clan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dengan Peraturan 
Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor · 13 Tahun 1950 . tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 
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Menetapkan : 

L 

Nornor 5 Tahun 1974 tentang Pokok .. 

2. Undrul:8·undan~ oaerah ( Lembaran Negara ll Pll~ 
peinenntahan 1974 Nomor 38, Tambahan Le:Ub~ 
rndonesia T~~ rndonesia Nomor 3037 );. ~ 
N ara Repub • 

eg . tab Nomor 45 Tahun 1992 t 

3. peratuf311 pern~tonomi Daerah dengan Titik Bera~~ 
penyelen~gara:n ( Lernbaran Negara Republik lndo!~ 
oaerah rmgk N or 49 rambahan Lembaran N es, 
rahun t 992 om . ' )· eg~ 
Republik Indonesia Nomor 3480 ' . . . 

Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun l°"' 
4. Keputusan . . 0· Daerah· J), 

tentang Pedoman Orgamsas1 mas ' 

5 K 
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1~ 

· epu · ah D erah clan · tentang Pola Organisasi Pemennt a Wilayah; 

6. Keputusan Menteri Dalam. Negeri Nomor 10 Tahun 1991 

tentang Pedoman Organisasi clan Tatakerja Dinas Pertani~ 
Tanaman Pangan ; · · · 

7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahij 
1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerin~ 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanii 
Tanaman Pangan kepada Daerah _ Tingkat II ( Lembara 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1~: 
Nomor 11 ). 

Dengan persetujuan Dewan Petwakilan Rakyat Daer&\ 
Kabupaten Daerah Tingkat II Suk h . 0 aJJO. 

MEMUTUSKAN . 
PERA TURAN DAE • R}J 
TINGKATIISUK.o RAH KABUPAIBN DAE , 
,ORGANJSASI DA~O TENTANG PEMBE~ 
TANAMAN PAN TATAKERJA DINAS PERTJU~ 
TINGKATIISlJK~ KABUPAIBN DAE 

0. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Sukoharjo; 

c. Bupati Kepala ~aerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II 
· · · Sukoharjo; 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aclalah De~wan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; · 

e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tana.man 
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo . 

. . BABII · 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

I,. ... • • 

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pe~an Tanaman Pangan 

BABID 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 

( 1 )Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan. 

12)Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
Kepala Daerah . 

Pasal 4 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan 
urusan rumah tangga Daerah clan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
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Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Tenga1i 
di bidang Pertanian tanaman Pangan. 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada P.asal 4 :eraturan 
Daerah ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunya1 fungsi : 

a. Penyiapan bahan pembinaan umum berdasarkan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah ; 
b. Penyiapan bahan bimbingan tehnis di bidang Pertanian 

Tanaman Pangan ; 
c. Penyiapan bahan pemberian ijin clan pembinaan usaha sesuai 

dengan tugas pokOknya; 
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan ; 
e. Penyiapan bahan pengamanan tehnis sesuai dengan tugas 

pokoknya; 
f Penyiap~ bahcto pelaksaanan pengkajiaan penerapan 

tehnologi anjuran di tingkat usaha tani; 

g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usalm-· Dmas. 
Pertanian Tanaman Pangan; · 

h. Penyiapan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Tekni o· 
P 

· T s mas 
ertaruan anaman Pangan. 

BABIV 
ORGANISASI 

Bagian Pertania 
Pola dan Susunan Organisasi 

Pasal 6 

Organisasi D · p 
Maksimal. mas ertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola 
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Pasal 7 

(l)Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Produksi Padi dan Palawija; 
d. Seksi Produksi Hortikultura ; 
e. Seksi Penyuluhan; 
f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Laban dan Perlindungan 

Tanaman Pangan; 
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil; 
h. Cab~g Dinas ; . 
i. Unit Pelaksana Telmis Dinas; 

. .. 
j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 ( empat) Urusan, sedan~3:11 
Seksi Produksi Padi dan Palawija,Seksi Produksi Bortikultura, 
Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan 
tanaman, Seksi Usaha Tani dan pengolahan basil masing-masing 
terdiri dari 4 ( empat) Sub Seksi, adapun Seksi Pen~uhan terdiri 
dari 2 ( dua) Sub Seksi. 

(3 )Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi masing-masing 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala · 
Dinas 

{ 4 )Bagan Organisasi Dinas P~an Tanaman Pangan sebagaimana 
dimaksut ayat (1) Pasal ini; adalah tersebut dalam lampiran 
Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisabkan . 

Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 8 

~epala Dinas memimpin Pelaksanaan Tugas clan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 clan 5 Peraturan Daerah ini. 

Bagian ketiga 
· Sub bagian tata Usaha 
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pasal 9 

at. tugas melaksanakan urusan 
U aha mempuny d 

Sub bagian Tata s . keuangan, perlengkapan an ~an 
kepegawatan, perencanaan, 

umum. 
Passi 10 

tersebut pada pasal 9 Peraturan 
Untuk menyelenggarakan tugUasah mempunyai fungsi: 

. . S b Bagian Tata s a 
Daerah. 1ru, u dan pelaporan serta 

Penyusunan rencana, Program . 
a. pembinaan organisasi dan tatalaksan~, . 

b. Pengelolahan administrasi kepegawaian' 

c Pengelolahan administrasi Keuangan; 
d~ Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat 

clan kearsipan. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Tata Usaha ter4iri dari: 
a Urusan Perencanaan; 
b. Urusan Kepegawaian; 
c. Urusan Keuangan; 
d. Urusan Umum. 

(2)Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
masing•masing dipirnpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah clan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha. 

Pasal 12 

(l)Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan 
. pengumpulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan 

bahan Perumusan rencana dan program,penyiapan bahan 
laporan Dinas, serta menyusun bahan pembinaan organisasi 
dan tatalaksana. 

(2)Uiusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan 
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pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha 
kepegawaian. 

·(3 )Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 
anggaran pendapatan clan belanja Dinas, mengurus 
pembukuan,melakukan perhitungan anggar~ verifikasi serta 
m~gurus perbendaharaan. 

{4)Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat•menyurat, 
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapannya. 

Bagian Keempat 
Seksi Produksi Padi dan Palawija 

Pasal 13 

Seksi Produksi Padi clan Palawija mempunyai tugas melaksanak.an 
sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan 
produksi Padi clan Palawija. .. 

Pasal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada· Pasal 13 Peraturan Daerah 
ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija ;nempunyai fungsi: · · 

a. Penyiapan bahan pemantauan,pengadaan, peredaran, dan bimbingan 
penggwiaan pupuk serta melakukan pengumpulan analisis dan 
penyajian data statistik padi dan palawija; ' 

b.· Penyiapan bahan penyusunan · pro~penyaluran benih sebar, 
pembinaan clan pengawasan p~gkar benih, pendirian dan 
pengelolaan balai benih pembantu serta bimbingan pemaofaatan 
lahan pada petani; · 

· c. Penyiapan bahan petunjuk operasio~al demontrasi pengkajian dan 
bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan 
ekologi lahan. 

d. Penyiapan baban identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, 
· percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat 

clan mesin pertanian. 

Pasal 15 

{l) Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari: 
a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija; 
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ks. Produksi Benih / Bi bit Padi dan Palawija; 
b. Sub Se ! p . apan Pak et Teknologi Padi clan Palawija; 
c. Sub Seksi enyi Al t clan Mesin Pertanian · 
d. Sub Seksi Pengembangan 8 

• ' . • 
k . b seksi Sebagaimana dllllaksut ayat ( 1) Pasa) IIli, 

(2)Sub_se s1- ~ dipimpin oleh seorang. Kepala yang bera(la 
masmg-masmg cfa • K al S 
dibawah clan bertang~g jawab kepa ep a eksj 
Produksi Padi dan Palawua. 

Passi 16 

( 1 )Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija 
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun b~ 
pembioaan pengadaan, pengedaran dan memberikan 
bimbingan penggunaan pupuk serta melakuakn pen~pulan 
analisis dan penyajian data statisti.k padi dan palawija; 

(2)Sub Seksi Produksi Benih/ Bibit Padi clan Palawija 
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan. 
pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih 
tingkat benih sebar,membina clan mengawasi penangkar 
benih, mendirikan clan melakukan pengelolahan Balai B~ 
Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada 
petani. 

(3 )Sub Seksi Penyiapan Paket dan Teknologi Padi dan Palawija 
mempunyai tugas mengumpulkan clan menyusun bahan 
pembinaan operasionaJ demonstrasi, pengkajian clan 
bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan 
tipe dan ekologi Iahan. 

( 4 )Sub. Seksi Pengembangan AJat clan Mesin Pertanian 
mem~unyai ~gas . m~ngumpu~kan clan . menyusun bahan 
pembm_~ tdentifika51, inventarisasi percobaan· dan 
pen~Jtan penerapan serta penyebaran prototipe a1at dan 
mesm Pertanian. 

Bagian Kelima · · 
Seksi Pr~duksi Hor,ikultur&· 

Pasal 17 · 
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Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagi~ 
tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan produksi 
Hortikultura. 

Passi 18 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal . 17 Peraturan 
Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan,peredaran dan bimbing~ 

penggunaan pupuk serta melakukan pengwnpulan dan analisis data 
statistik hortikultura; 

b. penyiapan bahan penyusunan .progi:am, penyal~ benih sebar, 
pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan 
pengelolahan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan 
lahan kepada petani; . 

c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk ~perasional demonstrasi, 
pengkajian clan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai 
dengan tipe dan ekologi lahan; 

d. ·penyiapan bahan· penyusunan program, .pembinaan, bimbingan 
tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi -kepada 
~tani. . 

Pasal 19 

( 1) Seksi Produksi Honikultura terdiri dari : 
a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ; 
b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikul~ ; 
c. Sub Seksi Produksi Benih /Bibit Hortikultura ; 
d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan clan Pembinaan Gizi. 

(2 )Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah 
clan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura. 

Pasal 20 

( 1 )Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas 
mengumpulkan clan menyusun bahan pembioaao, pengadaan , 
peredaran clan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan 
pengumpulan clan analisis data statistik Hortikultura. · 
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(2)Sub seksi penyiapan Paket Teknologi Hortikultura 
meropunyai tugas me~pulkan clan men?'11sun hahan 
perobinaan petunjuk operasioanal dem.onstraSt, pengkajian 
dan birnbingan penerapan paket teknologi anjuran SCSUai 

dcngan tipe dan ekologi tahan-
( 3 }Sub Seksi produksi aenib/ Bibit HortikUltui-a m.empunyai 

tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan 
penyusunan program, penyaluran benih sebar, pembinaan 
clan . pengawasan penangkar benih, pendirian dan 
pengelolahan Balai Benih Pembantu serta bimbingan 
peroanfaatan Iahan kepada petani-

( 4 )Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan clan Pembinaan Gizi 
mempunyai tugas menyusun dan mengumpulkan bahan 
petnbinaan pemanfaatan dan penyerbarluasan tanaman 

bergizi kepada petani. . .. 

Bagian Keenam 
Seksi Penyalubao ·. 

Pasal 21 · 

Seksi Penyuluhan mempunyai . tugas laksan. . 
tugas Dinas Pertaoiao Tanaman Pan roe . . akan sebagian 
Penyuluhan Pertani . T gan dtbtdang Pembinaan 

an anaman Pangan. 

Pasal22 . . . 

Untuk menyelenggarakao tu . . . 
Daerah ini, Seksi Penyuluhan !3:mterseb~ pasal 21 Peraturan 
a. penyiapan bahan pelaksan punyat tugas : 

k · aan pro ei:,a penyuluhan serta reka asa ~• metode dan sistem 
b. penyiapan bah y sos1al dan ekonontl-

bimbingan ketena3;aan1;:nenc:aan, pendayaguna:m clan 

c. penyiapao bah yu an; 
kelemb an bimbingan dan d . agaan petani; · pengembangaD 

. peny1apan bahan 
bimbin perencanaan e . gan pendayagunaan '. pengadaan, pengolahan dan 

· P~}'lllpan bahan sarana penyuluhrur 
hunbing perencanaan ' an pengembangan ' ~engadaan, penyebaran dan 

maten penyuluban. 
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Pasal 23 

( 1) Seksi Penyuluhan terdiri dari : 
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan; · 
b. Sub Seksi Kclembagaan, Tenaga dan Sarana. 

(2)Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal IIll, 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan. 

Pasal24 

{l)Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan 
telaus dan administrasi kepada para penyuluh pertanian tanaman 
pangan dalam penyusunan dan pelaksanaan . program penyuluhan, 
penerapan metode clan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor 
p~entu, rekayasa sosial clan . ekonomi, pelaksanaan penyuluhan 
bimbingan serta ·supervisi pelaksanaan penyuluhan; . 

(2)Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas 
menyusun rencana kebutuhan • clan menclayagunakan Tenaga 
Penyuluh, merenc.anak~ mengadakan dail mengelola sarana 
penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan 
serta memberikan pelayanan teknis serta amdinistrasi kepada para 
penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, 

· penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan 
dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan. .• .. 

· Bagian Ketujuh 
Seksi rehabilitasi, Pengembangan Laban dan 

Perlindungan Tanaman Pangan 

Pasal 25 

S~ksi Rehabilitasi Pengembangan Laban dan Perlindllllgan Tanaman 
Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan 
dan bimbingan perlindungan tanaman pangan. 
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Pasal 26 
arak tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan 

Untuk menyelen~g h anb·1·tasi Pengembangan clan Perlindungan 
rah · · Seks1 Re 8 1 1 ' • Dae iru, · fungst · 

ranaman Pangan mempunya1 . . 

. erencanaan, penetapan uang, pemberian ijin 
a. penyiapan bal1an p t311ah pelaksanaan dan perumusaii 

usaha penggW1aan ' . . . . . . . 

b 
mv~t1gas1, b~:W pembinaan/ bimbingan prakiraan clan 

. pen)'lapan . . 
pengkajian iklim serta tata guna arr~ . 

. bahan pembinaan/ bimbingan prakiraan serangan c. pen)'lapan - . 
oPn . . 

d. penyiapan bahan bimbingan ~ . pengawasan ~~gadaan, 
penyimpanan, peredaran d~ pemanfaatan pestis1da serta 
saran.a perlindungan tanaman pangan.-

Pa:9127 

(l)Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Laban dan Perlindungan 
Tanaman Pangan terdiri dari : - · 
a Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Laban ; 
b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna air ; 
c. · Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan serangan Hama 
Tanaman; 
d. Sub Seksi Pengendalian Hamal Penyakit,Gulma · clan 
Pestisida ; · · · ··· -' :· 

(2)Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
~• masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 
di ba~ah . dan bertanggung jawab kepada Kepala Se.ksi 
Rehabihtas1, Pengembangan Laban dan Perlindungan 
Tanaman Pangan. · 

Pasal 28 · 

(1 )Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lah~ mempunyai 
tugas mengump 1k d · -

· u an an menyusun bahan pembinaan 
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identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan 
sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem serta melakukan 
pengumpulan analisis dan penyajiaµ data statistik penggunaan 
tanah. 

(~)Sub Seksi Pengkajian Iklirn dan Tata Guna Air mempunyai tugas 
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan 
bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air. 

(3 )Sub Seksi Monitoring dan Pi-akiraaan Serangan Rama Tanaman 
mempunyai tugas mengwnpulkan dan menyusun bahan pembinaan 
melakukan monitoring,, . bimbingan, pengawasan dan prakiraan 
serangan · organisme pengganggu tanaman serta melakukan 
pengumpulan dan analisis data statistik organisme penggangu 
-tanaman. · 

{ 4)Sub Seksi Pengendalian hama/ Penyakit,Gulma ·dan Pestisida 
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun b~an pembinaan, 
melakukan bimbingan, pengendalian opersional, pelayanan 
informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman 
pangan. 

Bagian Kedtlapan 
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Basil 

Pasal 29 

Seksi Usaha Tani dan . Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pert~an Tanaman Pangan 
di bidang pembinaan usaha tani clan pengolahan basil pertanian 
tanaman pangan. 

Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 29 Peraturan 
Daerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan basil mempunyai tugas : 
• 
a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran inf ormasi pasar ; 

b. penyiapan bahan inventarisasi clan analisis data serta pengembangan 
ketenagakerjaan; 

C. 
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an Penetapan tata 
encana ' . !'\la,,, 

. bahan per aan dan peromusan investiJ 
peny1a~an •·in usaha petaksan taksana usaha tani; ~ 

benan 1J pan tata 
pern birnbingan pcnera . an pasca panen dan pengo1a1. 
serta ahan bimb1ng .. ~ 

· an b an · d. peny1ap . an tanarnan pang . 
hasil pertant 

pasal 31 . . . 
Jahan Hasil terdtn dan: 

ah Tani dan Pengo 
( 1) Seksi Us _a onnasi Pemasaran ; . 

a. Sub Sekst 11W --" tan Swnber Daya; 
b. Sub Seksi Pe~au:-aa_ s . 
c. Sub Seksi Agn B1s01 'dan Pengolahan Hasil ; 
d. Sub Seksi Pasca p:inen . ana dimaksud ayat ( 1) p~ 

(2)Sub Seksi -sub seks1 sebag~ g Kepala Yan 
. . d"pimpm oleh seoran 1 ini masmg-masmg 1 

• wab kepada Kep~ 
berada dibawah dan bertanggung J~ · 

. ah T . dan Pengolahan Hastl. Sekst Us a am 

Pasal 32 

(l)Sub Seksi Jnfonnasi Pemasaran mempm_iyai tuga 
ulkan dan menyusun bahan pembmaan sen mengump 

meJakukan pengumpulan, pengolahan _ dan penyebara 
inf ormasi pasar. 

(2)Sub Seksi Pemanfaatan Swnber Daya . mempunyai _tugi . 
mengumpulkan dan menyusun bahan· pembmaan 

. melakukan inventarisasi dan analisis data ser!l 
pengembangan ketenagakerjaan. 

(3 )Sub Seksi Agribisnis mempunyai tugas mengumpulkan dan 

menyususun bahan pembinaan, melakukan penyediaal\ 
perigolahan data infonnasi serta pemberian dan penga~ 
ijin usaha. . 

(4)Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunY• 
tuga~ mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaal 
perhitun~an kehilangan produksi, bimbingan penerapaD 
tekn0Iog1 d · gk ·~ an perun atan mutu pengolahan basil pertant 
tanaman pangan. 
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Bagian Kesembilan 
Cabang Dinas 

Pasal33 

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh 
Menteri Dalan1 Negeri . 

Bagian Kesepuluh 
Unit Pelaksana Teknis Din~s 

Pasal 34 . 

( 1 )Unit Pelaksana Telatis .Dinas mempunyai kedudukan s~bagai unsur 
peiaksana teknis· operasional Dinas Pertanian· Tanaman Pangan . · 

(2)Unit Pelaks~a 'felatis Dinas dipimpid oleh . seorang ,Kepala yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala /~inas. 

Pasal 35 · : · - ·' . - . : · 

Unit Pelaksana Telmis Dinas -dibentuk berdasarkan kriteria yang 
ditetapkan oleh ~enteri Dalam Negeri. . , . 

Bagian Kesebelas 
. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 36 · 

( 1 )Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis 
Pertanian Tanaman Pangan di bidang keah1ian masing-masing . 

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua 
kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
~epala Dihas dan atau kepala Unit Pelaksana TekQis Dinas yang 
bersangkutan. 

Pasal 37 . 

(1 )Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal 
36 Peraturan Daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub - sub kelompok 
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tuh dan masing-masing dipitnPin 
. d gan kebu an . 01N 

sesuat en fungsional senior. , 
seorang tenaga . al ditentukan berdasarkan sifat . 

(2)Jun1lnh Tena~a fungs1on , J' 
d:m bebnn kerJa 

· · tenag~ fungsional dilakukan ss~. 
(3)Pembinaan terhadap dan -undangan yang berlaku. -~ 

dengan peraturan perun g 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal38 
. . 

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Pang~ 
Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan FungsionaJ ~ 
Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi 4 
sinkronisasi baik didalam mauptm antar Satuan Organisasi sesc 
dengan tu gas masing-masing. ·. 

PasaJ 39 

(I )Ke~~Ia Dinas · ·~el~~akan · tugasnya bercfasarka 
kebyaksanaan yang d1tetapkan oleh Bupati Kepala Daerab 

(2)Kepala Dinas diwajibkan memberikan petun·uk, ·. 
b. b. U · membm mem un mg dan mengawasi peke · · 

pembantu dan lak .. lJ~ unsur -llil~ 
. pe sana yang berada dalam 1· gkun ,., dinasnya . • . 1n g~ 

BABVJ 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

. PasaJ 40 
J~njang Jabatan clan ke . . . 
diatur kemudian P~gkatan serta susunan kepegawaim 

Perundan sesua1 d 
. g-unciangan Yang berJaku~ngan keten~ _. Peratuzii 

PasaJ 41 · 
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I-lnl - hal yang belum diacur dalam Peraturnn Dnerah ini akan diatur 
lebih lanjut oleh Bupnli Kepala Daerah sepanjang mengenai 
pef aksanaannyn . 

llAll VII 
IG:TENTUAN PENUTUP 

J>nsul -42 

Pcrnturnn Dnernh ini rnulni bt!rlnku pada tanggal di undangkan. 
Agnr supnyn sctinp orang mengetnhuinya memcrintnhkan 
pcngundangan f>craturan D:a:rah ini dengan pencmpatannya dalam 
Ll!mbaran Oaerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Sukoharjo. 

Ditetapkan di Sukoharjo 
padatanggalSjuni 1995 

DE\V . .\N PER\V.-\KILAN RAKYAT DAERAH ilUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il 
K.A.BUPATEN DAERAII TINGKAT II SUKOIIARJO 

SUKOIL\IUO 

t t ti 
KETUA 

rt tl 
SOEDENI tr. TEDJO SUMINTO 

DISAlllv\N 
Dcngan_ 

Kt:putusan Gubt:mur Kt:p:lla Daerah Tingkat I Jawa tengah 
Tanggal: 3 Nopember 1995 No : 188.3/339/1995 

An: SEKRETARIS \VILA Y AH/ DAERAH TING KA)' I 
JA \VA TENGAH 

Pj Kcpala Biro Hukum. 

. t t d · 

SJJTJI ASTOTO, SH 
Pt:nata Tingkat I 

NIP: 010 088 157 

Diunc..langkan <lalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkal II Sukoharjo 

Nomor : 2 111. 1996 Seri D.No.2 
Pada tanggal : 3 Januari 1996 

Sckretari s \Vi layah/Daerah 

nd 

Des. SRI HARDONO 
Pen1bina Tk. I 

"";• :~ 

NIP.010071319 
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